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LAMPIRAN
Dokumentasi Penelitian

1. Beberapa Laporan dari Pengelolaan Keuangan Gampong Hagu Selatan.
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2. Dokumentasi Aparat Gampong Hagu Selatan Bersama Masyarakat Setempat
dalam Rangka Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Berdasarkan
Program Kerja Desa yang Berhubungan dengan Kesejahteraan Masyarakat dan
Pembangunan Desa

3.  Wawancara dengan Narasumber dari Aparat Gampong Hagu Selatan (Kepala
Desa dan Kaur. Keuangan Desa)

Tl la)
B
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Daftar Transkrip Wawancara
TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN

KEUCHIK (KEPALA DESA) HAGU SELATAN

Hari/Tanggal : Jumat, 7 Januari 2022
Tempat : Kantor Keuchik Hagu Selatan
Pewawancara : Cut Annisa Shalsabila
Narasumber : Zulfitrian
No Pertanyaan Jawaban
1 Dalam_ _b_eberapa tahur} Anggaran desa mengalami kenaikan dalam
terakhir ini, khususnya di . .
- strukturnya. Namun, dikarenakan kita sama-sama
tahun 2020, bagaimana

menurut pengawasan Bapak
terhadap anggaran desa di
gampong Hagu Selatan?
Apakah terjadi kenaikan
atau penurunan?

mengalami  musibah covid, ada beberapa
pemotongan dana desa di seluruh Indonesia yang
dialihkan sebagai biaya penanganan covid. Maka,
secara praktek lapangan, anggaran desa di tahun
2020 mengalami penyusutan karena hal tersebut.

Jika pengelolaan di desa
anggarannya mengalami
penurunan atau penyusutan,

maka apa upaya untuk
pembangunan desa dan
kesejahteraan ~ masyarakat

ikut merosot juga, Pak?

Ya. Karena dengan adanya pandemi, maka ruang
gerak bagi masyarakat sudah pasti terbatas karena
harus menuruti protokol kesehatan. Pendapatan per
kapita masyarakat di sini mengalami penurunan
sejak adanya pandemi. Sehingga banyak warga
desa yang mengeluh susah dan sulit untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, seperti
yang saya katakan tadi, pengalihan dan desa
sebagai dan penanganan covid ternyata bisa sedikit
membantu masyarakat. Dalam hal ini bantuan
tersebut bernama Bantuan Tunai Langsung atau
BLT. Di mana, masyarakat menerima bantuan
sebesar Rp 300.000 setiap bulannya dalam jangan
satu periode atau 12 bulan. Hal ini tentu sangat
membantu kesejahteraan masyarakat, meski masih
belum menutup kebutuhan mereka seperti sebelum
pandemi. Selain itu, kita juga mendapat sokongan
dana bantuan dari Baitul Maal, di mana dana dari
sumber tersebut kita gunakan untuk membantu
masyarakat yang memiliki usaha agar tidak gulung
tikar. Sedangkan untuk pembangunan, dalam tahun
2020 terpaksa untuk ditunda dahulu. Karena kita
sama-sama tahu bahwa mengelola dana desa
sebagian dialihkan untuk membantu perekonomian
masyarakat dalam masa sulit di tengah-tengah
pandemi.
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Apakah terdapat kendala-
kendala dalam mengelola
keuangan desa selama
beberapa tahun terakhir ini,
Pak?

Kalau untuk pengelolaan, Alhamdulillah Kita tidak
ada kendala. Dikarenakan sebelumnya ada
JUKNIS juga, ada regulasinya. Jadi kita bekerja
sesuai dengan regulasi yang ada.

Apakah perangkat-
perangkat desa di sini
sebelumnya sudah pernah
mendapatkan sosialisasi
berbentuk pelatihan
akuntansi tentang bagaimana
mengelola dan melaporkan
arus keuangan desa?

Hampir setiap tahun kita ada pelatihan-pelatihan
yang diberikan oleh dinas dari pemerintah daerah
setempat kepada setiap perangkat desa, terutama
Kaur. Keuangan. Karena tugas beliau lumayan
berat, jadi tentu kami difasilitasi oleh berbagai
macam pelatihan pengelolaan pemerintahan desa
dan keuangan desa.

Apakah laporan realisasi
APBDesa dan laporan-
laporan keuangan lainnya di
gampong ini disampaikan
kepada pemerintahan kota
atau kabupaten?

Ya, pastilah. Karena memang ini perintah daripada
undang-undang. Perintah daripada peraturan-
peraturan yang ada dan juga setiap penggunaan
dana, bahkan kalau di desa ini setiap 3 bulan sekalli,
di awal misalnya kita mengajukan pencairan, nah
sebelum melaksanakan pencairan Kkita harus
menyelesaikan dulu laporan-laporan yang lalu.
Kemudian cair tahap pertama misalnya, karena kan
kita memang punya dua sumber nih, sumber DD
dan sumber ADG. Nah ADG sendiri ada 4 tahap,
kalau DD ada 3 tahap. Begitu pencairan tahap
pertama dan kita laksanakan tahap bagian itu,
Kemudian untuk mengajukan tahap berikutnya,
tahap kedua yaitu harus menyiapkan laporan baru
bisa mencairkan tahap kedua. Nah kemudian di
akhir tahun juga, harus sudah selesai semua
laporannya dari tahap pertama sampai tahap akhir
dan baru diserahkan kepada pemerintahan kota.
Dalam hal ini melalui Dinas Pemberdayaan
Masyarakat.

Apakah pembahasan
mengenai pengelolaan dan
pelaporan keuangan desa ini
hanya antara perangkat desa
saja atau juga melibatkan
masyarakat?

Pelaporannya kalau ke masyarakat, tentu. Karena
memang di dalam aturan itu sudah ada semua. Jadi,
setiap akhir tahun, kita melaporkan apa-apa
kegiatan yang sudah kita laksanakan, anggarannya
berapa, kemudian pengeluarannya berapa, dan
bahkan anggaran untuk ke depannya berapa Kita
sudah harus melaporkan juga. Apa yang akan Kita
bangun. Jadi intinya, bukan hanya laporan yang
sudah kita laksanakan, tetapi setelah apa yang akan
kita laksanakan kita juga harus laporkan. Karena
memang pada saat MUSRENBANG, kita kan
melibatkan masyarakat, kemudian di samping juga
ada tuha peut. Kemudian itu setelah

92




MUSRENBANG kan ada penyusunan lagi dan
mencari skala prioritas dari program kerja yang
akan dilakukan sebelum resmi menjadi APBG,
yang disebut DPA (Daftar Pengisian Anggaran).

7 | Apakah prinsip akuntabilitas | Sebetulnya yang menilai itu adalah kembali ke
atau prinsip | masyarakat. Karena memang kita memberikan
pertanggungjawaban sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara
pengelolaan keuangan desa | penggunaan dan pengelolaan anggaran dari desa
sudah diterapkan secara | ini. Tetapi kewajiban kami yang pertama, setelah
maksimal dalam gampong | kita laporkan, kita pampang baliho pelaporan
ini? tersebut yang berisi anggaran-anggarannya.

Kemudian masyarakat bisa melihat sendiri. Dan
kami juga mengupload itu ke dalam website, jadi
masyarakat juga bisa melihat secara Online. Ada di
Sistem Informasi Desa. Jadi, masyarakat bisa
melihat di sana.

8 | Apakah  selama  masa | Kita sudah menjalankan sesuai dengan peraturan
kepemerintahan Bapak | yang ada. Untuk itu, saya rasa selama ini tidak ada
terdapat  kendala-kendala | kendala. Walau mungkin ada beberapa regulasi-
dalam ~menerapkan prinsip | regulasi yang bertabrakan dengan perealisasian di
akuntabilitas dalam | desa. Namun, itu tidak menjadi sebuah kendala
mengelola keuangan desa | yang besar karena masih di tahap yang bisa
ini? disesuaikan, karena kita bisa mendiskusikannya

dengan dinas-dinas yang menaungi desa, Kita juga
punya inspektorat yang memang tugasnya adalah
mengaudit anggaran desa. Jadi, kita berkoordinasi
dengan mereka.

9 | Apakah ada dokumentasi
atau bukti yang menjadi | Ada berbentuk dokumen-dokumen yang bisa
sebuah informasi bahwa | dilihat atau diakses olen masyarakat dan ini
prinsip akuntabilitas dalam | menjadi bukti bahwa prinsip tersebut sudah
gampong ini sudah | diterapkan.
diterapkan?

10 | Apakah prinsip transparansi | Sebelum anggaran itu ada, pemerintah Kkota

atau prinsip keterbukaan
dalam mengelola keuangan
desa sudah diterapkan secara
maksimal dalam gampong
ini?

biasanya memberikan pagut indikatif mengenai
dana desa yang bersumber dari APBN. Kemudian
ada ADG yang bersumber dari APBK. Kemudian
ada sumber lagi dari pajak. ADG ini wajib
diberikan oleh pemerintah kota kepada desa
minimal 10% dari pendapatan kota Lhokseumawe.
Kemudian dana desa diberikan sesuai dengan surat
perintah dari presiden dari APBN. Setelah adanya
pagut indikatif ini maka kami akan melakukan
MUSRENBANG dan tak lupa untuk mengundang
masyarakat juga. Saya rasa itu bentuk dari
penerapan transparansi. Setelah memiliki RAB

93




(Rencana  Anggaran  Belanja)  berdasarkan
musyawarah tersebut, dan Kkita mendapatkan
persetujuan dan pencairan APBG, maka
pelaksanaannya akan kita serahkan kepada
masyarakat. Jadi, masyarakat harus lihat
anggarannya  berapa dan  pelaksanaannya
bagaimana. Kalau untuk pengadaan administrasi-
administrasi kantor, maka akan kita umumkan
melalui media-media yang sudah kita sediakan
melalui website atau masyarakat langsung datang
ke kantor.

11

Apakah  selama  masa
kepemerintahan Bapak
terdapat  kendala-kendala
dalam menerapkan prinsip
transparansi untuk dana desa
kepada masyarakat?

Tidak ada.

12

Apakah ada dokumentasi
atau bukti yang menjadi
sebuah informasi bahwa
prinsip transparansi dalam
gampong ini sudah
diterapkan?

Ada di arsip-arsip dokumen perangkat desa.

13

Menurut Bapak, apakah
pengelolaan keuangan desa
di Gampong Hagu Selatan
sudah menjalankan prinsip-
prinsip  keislaman dalam
mengelola keuangan desa
seperti bersih dari korupsi,
bersikap terbuka kepada
masyarakat, amanah dalam
mengemban tanggung jawab
pemerintahan terutama
dalam mencatat dan
melaporkan keuangan desa?

Jadi, saya di sini hampir di setiap kegiatan
perangkat desa selalu mengusahakan untuk hadir
dan mengawasi para perangkat desa. Bahkan
hampir di setiap malam kita ada pengajian di
masjid. Ada kegiatan mengaji dan mendengarkan
ceramah. Nah, kemudian menyangkut hal ini
apakah terjadi korupsi atau tidak, itu kembali
kepada manusianya. Tapi, selama para perangkat
desa mampu mempertanggungjawabkan baik
secara dokumentasi ataupun pelaksanaan, dan Kita
juga tentu ada yang mengawasi yaitu dari pihak
inspektorat dan kecamatan dan juga di bawah
pengawasan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(PMD), juga ada tim dari DPRD yang sering
meninjau secara langsung ke kantor. Saya rasa itu
sudah menjadi jawaban bahwa kami sudah
semaksimal “mungkin' mengemban amanah ini
dengan bersih. Dan saya rasa masyarakat juga
wajib mengawasi, karena presiden juga berulang
kali sudah mengingatkan bahwa pengawasan dana
desa harus melalui masyarakat. Jadi, masyarakat
bisa setiap saat bertanya dan melihat langsung
bagaimana eksekusi dari pemerintahan desa ini.
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14

Apakah sebelumnya Bapak
sudah mendapatkan
informasi  bahwa dalam

mencatat dan melaporkan
keuangan desa itu memiliki
pedoman asistensi akuntansi
keuangan desa IAI-KASP
2015 yang dapat membantu
bapak dan perangkat desa
lainnya dalam menyusun
laporan keuangan desa?

Semua desa memang sudah difasilitasi oleh
informasi ini, baik secara lisan maupun tulisan.
Kami selaku perangkat desa juga selalu diberikan
sosialisasi-sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang
sangat membantu dan berkaitan tentang amanah
yang kami emban di sini, dan hal ini akan selalu
dilakukan kembali jika ada pembaruan-pembaruan
regulasi. Termasuk dalam pengelolaan keuangan
berdasarkan pedoman akuntansi desa.

15

Menurut Bapak, bagaimana
tanggapan masyarakat
selama ini terhadap

pengelolaan dan pelaporan
keuangan desa gampong ini
baik dari sisi akuntabilitas
dan transparansi?

Alhamdulillah sampai saat ini saya tidak pernah
dikatakan bahwasanya saya menyelewengkan
amanah. Namun, bukan berarti saya mengatakan
bahwa saya sudah sepenuhnya berhasil dalam
mengelola dan mengawasi pemerintahan ini. Tapi
yang jelas, sampai saat ini saya belum pernah
mendapatkan ~ keluhan  menyangkut dengan
pengelolaan dana desa. Karena desa ini termasuk
desa yang aktif dan rapi terkait setiap
pendataannya. Sehingga tidak menimbulkan
kecurigaan dari penyelewengan amanah oleh
masyarakat.
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Tempat

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KAUR. KEUANGAN
HAGU SELATAN
Hari/Tanggal : Jumat, 7 Januari 2022

Pewawancara: Cut Annisa Shalsabila

Narasumber : M. Jamil

: Kantor Keuchik Hagu Selatan

No

Pertanyaan

Jawaban

1

Dalam beberapa tahun terakhir ini,
bagaimana menurut pengawasan
Bapak sebagai perangkat desa
yang terjun langsung terhadap
pengelolaan anggaran desa di
Gampong Hagu Selatan? Apakah
terjadi kenaikan atau penurunan?

Selama tahun 2020-sekarang, kalau anggaran
pendapatan itu memang sudah dianggarkan
sesuai dengan kebijakan pemerintah kota
untuk setiap desa. Namun, kadang-kadang
ada hal yang di luar dugaan kita, seperti
sekarang yang sedang covid, tentu ada
pemotongan yang memang sudah langsung
diatur oleh pemerintah pusat. Bukan dari
pemerintahan desa. Maka, kalau dibilang ada
penurunan, tentu ada penurunan.

Dengan anggaran desa yang ada,
bagaimana langkah-langkah yang
Bapak lakukan selama ini dalam
mengelola dan membuat laporan
mengenai setiap arus keluar masuk
dari anggaran desa?

Kita berpedoman dengan cara pencairan dana
per tahap. Karena setiap tahap itu kan ada
item-item pekerjaan yang harus kita lakukan.
Seperti ADG ada 4 tahap, kalau DD itu ada 3
tahap yang mana ini pembuatannya sesuai
dengan DPA untuk dianggarkan secara tahap
demi tahap. Jumlah yang dicairkan tentu
sesuai dengan yang ada di RAB.

Apakah terdapat kendala-kendala
atau keterbatasan informasi dan
keterampilan ~ selama  Bapak
mengelola keuangan desa ini?

Alhamdulillah, sampai hari ini bila saya
pribadi ada kendala, saya akan berkoordinasi
dengan Pak Keuchik dan aparatur-aparatur
gampong lainnya. Dengan cara ini, saya
merasa terbantu dan pekerjaan desa bisa
lancar untuk dikerjakan.

Apakah Bapak sebelumnya sudah
pernah =mendapatkan sosialisasi
berbentuk * pelatihan - akuntansi
tentang bagaimana mengelola dan
melaporkan arus keuangan desa?

Ada, kami ~memang diberikan fasilitas
sosialisasi seperti itu. Namanya BIMTEK
Keuangan (Bimbingan Teknisi- Keuangan).

Apakah prinsip akuntabilitas atau
prinsip pertanggungjawaban
dalam pengelolaan keuangan desa
sudah diterapkan secara maksimal
dalam gampong ini?

Alhamdulillah dalam gampong ini prinsip
tersebut lancar-lancar saja dan tidak ada
kendala. Karena kita saling koordinasi, itu
yang paling utama.
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Apakah ada dokumentasi atau
bukti yang menjadi sebuah
informasi bahwa prinsip
akuntabilitas dalam gampong ini
sudah diterapkan?

Alhamdulillah, ada. Dan kita juga membuat
baliho informasi anggaran selain dari
dokumen-dokumen laporan.

Apakah prinsip transparansi atau
prinsip keterbukaan dalam
pengelolaan keuangan desa sudah
diterapkan secara maksimal dalam
gampong ini?

Alhamdulillah sudah berjalan baik. Salah
satu penerapannya dengan Kita sediakan
bukti-bukti seperti yang sudah saya katakan
tadi.

Apakah selama masa menjabat
Bapak terdapat kendala-kendala
dalam menerapkan prinsip
transparansi dalam pengelolaan
keuangan desa?

Alhamdulillah tidak ada, karena kita saling
terbuka dan koordinasi.

Apakah ada dokumentasi atau
bukti yang menjadi sebuah
informasi bahwa prinsip
transparansi dalam gampong ini
sudah diterapkan?

Ada.

10

Menurut Bapak, apakah
pengelolaan keuangan desa di
Gampong Hagu Selatan sudah
menjalankan prinsip-prinsip
keislaman  dalam  mengelola
keuangan desa seperti bersih dari
korupsi, bersikap terbuka kepada
masyarakat, amanah  dalam
mengemban  tanggung jawab
pemerintahan terutama dalam
mencatat dan melaporkan
keuangan desa?

Alhamdulillah, itu yang kita utamakan.
Karena ini semua amanah orang dan kita
harus menjalankan dengan sebaik-baiknya.
Jikalau pun menghadapi kendala, kita harus
saling berkoordinasi.

11

Apakah sebelumnya Bapak sudah

mendapatkan informasi bahwa

dalam mencatat dan melaporkan

keuangan desa _itu  memiliki

pedoman  asistensi — akuntansi

keuangan desa IAI-KASP 2015
yang dapat membantu Bapak

dalam menyusun laporan

keuangan desa?

Alhamdulillah dalam BIMTEK yang sudah

pernah kita ikuti, sudah kita jalankan

semaksimalnya di desa. Kalaupun ada
kendala, tentu kita harus segera koordinasi
kepada pengawas-pengawas pemerintahan

Desa.
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12

Menurut  Bapak, bagaimana

tanggapan masyarakat selama ini ) )
Alhamdulillah tidak ada kendala dan

terhadap pengelolaan dan )
keluhan. Tanggapan mereka sangat baik.

pelaporan keuangan desa gampong

ini?

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

o B~ D

Nama

NIM

Tempat, Tanggal Lahir
Pekerjaan

Alamat

Riwayat Pendidikan

1.
2.
3.
4.

Tahun 2006-2012
Tahun 2012-2015
Tahun 2015-2018
Tahun 2018-2022

Riwayat Organisasi

1. Tahun 2015-2018
2. Tahun 2018-2019
3. Tahun 2018-2020
4,
5
6

Tahun 2019-2020

. Tahun 2020-2021
. Tahun 2020-2021
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: Cut Annisa Shalsabila

: 0502183281

: Lhokseumawe, 26 Januari

: Mahasiswa

: Asrama TNI-AD Hagu Selatan,

Kota Lhokseumawe, Aceh.

: SD Negeri 13 Banda Sakti

: SMP Negeri 1 Lhokseumawe
: SMA Negeri 1 Lhokseumawe
: UIN Sumatera Utara

: Staff Rohis SMAN 1 Lhokseumawe
: Kader LDK Al-Izzah UINSU

: Kader KSEI-UIE UINSU

: Sekdiv Humsyi Fakultas LDK

: Staff Medikom KSEI-UIE

: Kadiv. Keakhwatan Fakultas LDK



